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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah

selesal dari suatu urusan. kerjakanlah urusan yang lain dan hanya kepada Tuhan

mulah hendaknya kamu berharap™

(Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya Departemen Agama R Surat Alam Nasroh 6-8),
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ABSTRAKSI

Pewansan menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah. Akibatnya para
ahli wans berkewajiban untuk melakukan proses balik nama sesuai dengan vang
telah ditentukan dan diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, sementara itu kesadaran masyarakat Desa Dringu Kecamatan Dringu
Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah. Survei ini hanva difokuskan
pada perlakuan hak atas tanah karena pewarisan.

Tujuan penelitian tanah ini untuk mendiskripsikan, menganalisa dan
menginterpretasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pendaftaran tanah
khususnya di Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo serta
memantau segi bekerjanya hukum.

Penelitian im merupakan penelitian studi kasus model diskriptif kualitatif
dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya
menggunakan (1) teknik wawancara, (2) teknik observasi, (3) teknik dokumentasi
metode analisanya menggunakan diskriptif analitis.

Permasalahan dalam skripsi ini menekankan pada pelaksanaan PP No 24
Tahun 1997 dan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran,
Berdasarkan UUPA, Peraturan Menteri dalam Negen No 2 Tahun 1978, Peraturan
Menteri Agraria No 3 Tahun 1997 dan PP No 24 Tahun 1997 Pelakanaan
pendaftaran tanah ini perlu disosialisasikan schingga dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat dan pemerintah perlu didukung Peran pihak Kecamatan

dimana Camat sebagai PPAT harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan
peraturan pendaftaran tanah yang ada.
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I.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia dalam susunan kehidupan masyarakatnya yang
bercorak agrans, maka bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat
yang adil dan makmur.

Tanah merupakan salah satu komponen dari negara. Bagi negara Indonesia
yang masyarakatnya bercorak agraris, pemanfaatan tanah digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
diperlukan campur tangan pemerintah.

Pada jaman Hindia Belanda peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
masalah tanah harus sesuai dengan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah
Jajahan. Di lain pihak berlaku juga peraturan hukum adat, dengan demikian maka
hukum tanah di Indonesia pada waktu itu bersifat dualistis, adanya dualisme di
bidang hukum tanah di Indonesia pada waktu itu jelas tidak menjamin adanva
kepastian hukum di bidang pertanahan, maka dari itu hukum agrana perlu adanya
unifikasi.

Pada Tanggal 24 September 1960 lahirlah Undang-Undang Agraria yang
berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor § Tahun
1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria di undangkan dalam Lembaran
Negara Nomor 104 Tahun 1960 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043,

Dengan berlakunya UUPA ini berarti terjadi perubahan terhadap
kedudukan pemilik tanah di Indonesia baik pada tanah-tanah vang sebelumnya
tunduk pada hukum adat, maupun pada tanah-tanah vang tunduk pada hukum
barat, perubahan ini berarti juga mempengaruhi kedudukan para pihak yang
menguasal tanah itu (Budi Harsono, 1999 : 442),

Diundangkannya UUPA sebagai suatu bentuk hukum yang unifikatics
mempunyal tujuan mengikis dualisme hukum yang pernah berlaku di Indonesia,
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Sehingga terwujud satu kepastian hukum dalam sistem hukum pertanahan
Indonesia.

Dengan berlakunya UUPA di Indonesia diharapkan akan lebih memberi
kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Berbicara mengenai hukum tanah segera
mengingatkan penyusun pada perombakan segala aspek mengenal tanah yang
revolusioner dan multi kompleks, sehingga menarik minat penyusun untuk
menclaah salah satu sisi dari hukum tanah dalam hal ini yaitu mengenai

permasalahan pendafiaran tanah waris, sehubungan dengan efektivitas berlakunya
UUPA setelah 63 tahun diundangkan.

1.2 Ruang Lingkup

Secara khusus skripsi ini akan dibatasi hanya pada pendaftaran hak milik
atas tanah akibat terjadinya proses pewarisan yang dikaitkan dengan status
penguasaan hak tersebut oleh para ahli waris, dan selanjutnya akan dihubungkan
dengan ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan peraturan
yang baru yaitu PP No. 24 Tahun 1997. Ruang lingkup yang demikian itu
termasuk bidang Hukum Agraria.

1.3 Rumusan Masalah
|, Bagaimana pelaksanaan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah khususnya pelaksanaan pendafaran tanah yang terjadi
karena pewarisan di Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten
Probolingga?

I

Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah
karena pewarisan di Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten
Probolinggo.

1.4 Tujuan Penulisan
Setiap penulisan yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan
yang hendak dicapai demikian pula dengan penulisan sekripsi ini, penyusun
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mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut secara garis besar terbagi dalam dua
bagian yaitu secara umum dan tujuan secara khusus.
1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai secara umum adalah sebagai berikut:

a. [hajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sebab
penulisan sekripst ini merupakan mugas akhir dalam rangka menvelesaikan
studi pada Fakultas Hukum Universitas Jember:

b. Untuk dapat memahami dan mengkaji persoalan  hukum  dan
perkembangan di masyarakat yang kemudian dapat disumbangkan kepada
khalayak sebagai tambahan ilmu terutama bagi para ahli waris dalam
rangka pendaftaran hak milik atas tanah_

1.42 Tujuan Khusus l
Tujuan yang hendak dicapai secara khusus adalah sebagai berikut: \
a Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bekerjanya hukum dalam
pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaflaran tanah yang
khususnya disebabkan oleh pewarisan:
b. Untuk mengetahui mengenai kendala-kendala apa yang terjadi sehingga
ahli waris tidak segera mendaftarkan peralihan hak waris atas tanah
khususnya pada masyarakat di Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten
Probolinggo.

1.5 Metode Penulisan

Untuk menjamin kebenaran dan pertanggung jawaban ilmiah dalam
sekripsi inl maka penelitian dilakukan secara kualitatif vaitu dilakukan secara
terus-menerus.Untuk  menghasilkan data yang deskriptif sehingga disebut
desknptif  kualitatif, maksudnya adalah menggambarkan secara lengkap
karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok,
disamping itu juga untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu
gejala dengan gajala yang lain (Soerjono Soekanto, 1986: 96).
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L.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan masalah ini digunakan metode pendekatan yang
bersifat yuridis sosiologis yaitu berdasarkan norma-norma atau aturan vang ada
dengan tetap memperhatikan fakta-fakta yang tgjadi dalam praktek (Ronny
Hanitijo Soemitro, 1988: 52).

1.5.2 Sumber Data
Sumber data merupakan alat yang dipakal untuk memperoleh data. Dalam
penulisan sekripsi ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.
Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber vang tidak
tertulis yaitu keterangan dan penjelasan-penjelasan
I. Ka.Sie pendaftaran dan pengukuran hak atas tanah pada kantor pertanahan
Kabupaten Probolinggo yang berwenang sebagai responden dalam sekripsi
ini;
2. Kepala Desa beserta aparat desa yang lain yang berwenang di desa Dringu
sebagai responden;
3. Masyarakat Desa Dringu,
Sumber Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui
buku-buku literatur, karangan para sarjana, makalah-makalah, peraturan-peraturan
serta mformasi yang berkaitan dengan permasalahan ini sehingga keterangan dan
data-data yang diperoleh menjadi jelas dan benar-benar sesuai dengan judul
skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 - 635),

1.5.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang ada hubungannya
dengan obyek atau masalah, instrumen atan pengumpulan data memegang peran
penting, karena jika salah dapat menimbulkan ketidak sesuaian dengan pokok-
pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai
berikut;
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Tekmk Wawancara

Wawancara langsung vang bebas berpedoman, maksudnya adalah tidak
menyerahkan daftar pertanyaan melainkan hanya arahan data yang dinginkan oleh
penyusun yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian dari hasil tersebut
dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat data setelah terlebih dahulu dilakukan
pengeditan atas data-data vang tidak periu.

Teknik Observasi

Maksudnya data yang diperoleh dengan melakukan observasi lapangan
vaitu guna mengetahui kondisi dari kehidupan masyarakat vang akan dijadikan
obyek penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.
Teknik Dokumentasi

Maksudnya data yang diperoleh dari kepustakaan hal ini diperlukan untuk
mencari landasan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan. Cara yang
dipergunakan adalah dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa literatur-
literatur, baik perundangan, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul
sekripsi, dan juga studi dokumen yang dihimpun dari instasi yvang terkait dan
perpustakaan Universitas Jember (dapat dilihat pada daftar pustaka),

1.5.4 Analisis Data

Metode analisis data yang dimaksud disini, vaitu metode analisa deskriptif
analitis, yaitu suatu cara untuk memperoleh gambaran selengkapnya secara jelas,
dengan cara mengkaitkan keberadaan yang ada dilapangan dengan teori-teori yang
ada, sehingga akan tampak jelas permasalahannya yang pada akhimya dapat
ditemukan dalam penyelesaiannya, kemudian dapat disimpulkan dan diberi saran-
saran untuk mengatasi permasalahan yang ada (Masri Singaribun, 1989: 64)
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2.1 Fakia

Di Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo telah terjadi
proses pewansan tanah pekarangan atas nama Suradi. Akibat meninggalnya si
pewaris tanggal 2 April 2001 dan dalam hal ini pewaris diketahui beragama Islam
dan berasal dari suku Jawa.

Status tanah itu adalah hak milik dengan nomor persil 103/83 kelas I11 dan
telah didaftarkan pada tanggal 2 Februari 1988 dengan luas tanah 0,037 m” yang
terletak di desa Dringu kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo.

Proses peralihan tersebut terjadi setelah meninggalnya pewaris dan
selanjutnya di alihkan kepada ahli waris antara lain:

I. Satrani (istri dari pewaris);

2. Sudarsono (anak pertama),
3. Samsuri (anak kedua) ;
4. Kemi (anak ketiga).

Dalam kasus ini ternyata masih belum dilakukan peralihan haknya, jadi
masih atas nama pewaris yaitu Suradi (Alm.) sehingga jelas belum dilakukan
proses balik nama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang pendaftaran tanah

Pemikiran mereka yang masih sangat sederhana juga dipengaruhi oleh
kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat setempat. Sehingga vang diperoleh dari
orang tuanya sebagal warisan apabila sudah memiliki petok “D” atas nama orang
tuanya sudah dipandang aman karena mereka berpandangan bahwa petok tersebut
sudah bisa dipakai sebagai tanda bukti pemilikan tanah. Hal tersebut dibuktikan
bahwa masyarakat Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
mengatakan bahwa petok sudah cukup membuktikan pemilikan tanah mereka

Para ahli waris tersebut merasa tidak perlu lagi untuk mensertifikatkan
tanah mereka karena mereka berpandangan bahwa kepunaan sertifikat hanya

untuk jaminan dalam meminjam vang di Bank. Selain itu pengurusan sertifikat

6
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Juga sulit ini dibuktikan dari hasil responden yang menunjukkan bahwa mercka

berpandangan demikian Dari data tersebut terlihat bahwa petok “D” merupakan

alat bukti pemilikan yang kuat bagi masyarakat tersebut. Hal ini membuktikan

bahwa mereka kurang memahami apa arti dan fungsi dari petok “D” yang

schenarmya.

2.2 Dasar Hukuam

UUPA

Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Hak menguasai dari negara termaksud

dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk:

a. mengatur dan meyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa”

Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan-

Ayat (1) "Hanya warga negara Indonesia dapat mempunvai hubungan
yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam
batas-batas ketentuan pasal | dan 2",

Ayat (2) " Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu
hak atas tanah sersta untuk mendapat menfaat dan hasilnya,
baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Pasal 19 ayat (1), dan (2) menyatakan:

Ayat (1) “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur denpgan Peraturan
Pemerintah™,

Ayat (2) “Pendaftaran tersebut dalam ayat | pasal ini meliputi:



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4 pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;

b. pendafiaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;

¢. pembenan surat-sural tanda bukti hak, vang berlaku sebagai alat

pembuktian yvang kuat”.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Ayat (1) “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh vang
dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan
pasal 6.

Ayat (2) “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Pasal 21 ayat 1, 3 dan 4 menyatakan:

Ayat (1) “Hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik”,

Ayat (3) “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang im
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau
pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga
negara Indonesia vang mempunyai hak milik dan setelah
berlakunya Undang-undang ini kehilangan
kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka
waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut
lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut
hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya
tetap berlangsung”.

Ayal (4) “Selama sescorang disamping kewarpanegaraan Indonesia
mempunyai kewarganegaraan asing maka tidak dapat
mempunyai tanah dengan hak milik maka disini berlaku
ketentuan ayat 3 dalam pasal ini”.

Pasal 22 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Ayat (1) “Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan
Peraturan Pemerintah”.
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Ayat (2) “Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal
i hak milik terjadi karena;
d. penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

b. kutentuan Undang-undang”.

el

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. dan

diundangkan dalam lembaran Negara No. 59 tentang pendaftaran tanah,

3. Peraturan Menteri Agraria No 3 Tahun 1993 tentang penyederhanaan
peraturan perizinan hak atas tanah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 tentang biaya

pendaftaran tanah.

2.3 Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pendaftaran Hak Atas Tanah

A. Pengertian Pendaftaran Tanah

Dalam pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 diberikan rumusan
mengenal pendafiaran tanah. Pendafiaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat
tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Boedi Harsono,
1999: 463)

Sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA khususnya mengenai usaha-
usaha meletakkan dasar-dasar dalam rangka mengadakan kepastian hukum atas
tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19, 23, 32, dan 38 yang menghendaki
pendaftaran tanah bersifat “Recth Kadaster” dengan asas bahwa penguasaan saja

terhadap suatu bidang tanah belum merupakan Jaminan bahwa orang tersebut
berhak atas tanahnya,
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Tujuan dan sistim pendafiaran yang digunakan adalah tetap sama seperti
sisum  pendafiaran  hak  sebagimana digunakan dalam penyelenggaraan
pendafiaran tanah menurut PP No 10 Tahun 1961 yang pada hakekatnva sudah
ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan
Sedangkan sistim publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah menurut
pasal 26 PP No 24 Tahun 1997 yaitu sistem negatif yang mengadung unsur
posiiif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak vang berlaku sebagi
alat pembuktian yang kuat sebagimana dinyatakan dalam pasal 19 avat (2) huruf
¢, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2), pasal 38 ayat (2) UUPA bahwa pendaftaran
berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat, ketentuan ini
bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang dalam sistim publikasi neganf
dan pada pihak lain untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada
pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai
pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagi tanda buktinya, yang
menurut UUPA - berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kelemahan dari
sistim negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang
hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari
pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Hukum tanah kita yang memakai
dasar hukum adat untuk mengatasi kelemahan tersebut dalam pendaftaran tanah
yaitu dengan menggunakan suatu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adat
Jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dipergunakan
(diterlantarkan) dan  kemudian tanah itu  digunakan orang lain  yang
memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut
kembali tanah itu, Ketentuan ini diatur dalam pasal 27, 34 dan 40 UUPA.
(menurut Boedi Harsono, 1999 : 466)

Sehingga sistem ini terkandung pengertian balwa tanda bukti hak yang
dipegang sescorang belum menunjukkan orang tersebut sebagai pemegang hak
yang sebenamnya. Dengan kata lain tanda bukti terkuat atas tanah oleh sertifikat
tersebut setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat
membuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang scbenamya.

248
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B. Tujuan Pendaftaran Hak Atas Tanah.

Usaha-usaha untuk menghindari terjadinyva masalah atau sengketa hak-hak
atas tanah sebenarnya dapat dilakukan secara preventif pada saat pemberian hak
diproses. Tindakan yang bersifat pencegahan ini sebenarmya lebih ecfektif
dibandingkan dengan usaha penyelesaian sengketa apabila masalah tersebut telah
menjadi kasus dengan tidak mengesampingkan upava teknis lain berupa
pembinaan peraturan serta ketentuan yang ada.

Pemlaian terhadap pembuktian yang diakukan oleh aparat pelaksana
agraria terhadap permohonan tersebut adalah dari segi riwayat perolehan tanah
kepada yang bersangkutan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disinilah kita dapat menemukan aspek perdata yaitu mengenai perbuatan
hukum yang terjadi dengan berpindahnya hak di dalam suatu permohonan hak
atas tanah. Pejabat agraria yang berwenang harus menerapkan Ketentuan-
ketentuan peraturan maupun hukum yang mengatur keperdataan misalnya
mengenai hukum perorangan dan keluarga, hukum mengenai badan hukum dan
yang lainnya yang masih berhubungan dengan perdata,

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di
Indonesia kepada pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Indonesia. Demikian ketentuan yang tercantum dalam
pasal 19 ayat 1 UUPA. Selanjutnya pasal 23 ayat 1, 32 ayat , 38 avat | UUPA
masing-masing mewajibkan kepada pemegang hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolahan untuk mendaftarkan haknya ke
Kantor Agraria setempat, yang sekarang adalah Kantor Pertanahan Kabupaten
Probolinggo

Pendaftaran tanah berdasarkan pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 bertujuan:

I. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain vang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya scbagi pemegang
hak yang bersangkutan,

2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
termasuk pemerintah, agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah
susun yang sudah terdaftar,
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3. untuk terselengamya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya
pendaftaran tanah dengan baik merupakan dasar dan perwujudan tertib
administrasi dibidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi
tersebut setiap bidang tanal dan satuan rumah susun, termasuk peralihan,
pembebanan dan hapusnya wajib didaftar

Dengan demikian adanya pendaftaran tanah tersebut sescorang akan dengan
mudah mengetahu atan memperoleh keterangan yang berkenaan dengan sebidang
tanah,

Disetiap bidang tanah yang akan dikeluarkan surat tanda bukti hak vang
berupa sertifikat tanah akan dibuatkan kutipan surat ukur yang memuat gambar
dan keterangan bidang tanah tersebut, Demikian pula dengan buku tanah juga
dibuatkan kutipannya. Salinan buku tanah dan surat ukur ini kemudian dijilid
menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh peraturan
perundangan, hal inilah yang lazim disebut sertiflkat.

Jika hanya salinan buku tanah saja atau salinan surat ukur saja bukan
merupakan sertifkat dan tidak dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf ¢ UUPA dan hal ini sangat
penting jika terjadi sengketa di muka pengadilan.

Adanya tanah-tanah yang belum dibuat surat ukurnya akan diganti dengan
gambar situasi. Sertifkal yang belum ada surat ukuranya disebut sertifikat
sementara. Istilah “sementara” menunjukkan belum adanva surat ukur. dan
apabila sudah ada ukumya disebut sertifikat tanah. Sertifikal sementara
mempunyai kekuatan bukti surat ukurnya sebagaimana sertifikat tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas bahwa maksud pemerintah
untuk mendaftarkan tanah dan mendafiar hak atas tanah tersebut gunanya untuk
menjamin adanya kepastian hukum berkenaan dengan data-data yang valid
mengenal hal ikhwal tanah dimana perlu sekali untuk membuktikan bila terjadi
sengketa. Dengan kata lain untuk memudahkan siapapun yang ingin tahu
mengenai tanah tersebut. Inilah yang dimaksud dengan asas publisitas dalam
pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia Asas publisitas 1 dapat pula
tercermin bila terjadi ada sertifkat hilang atau rusak dan tentunya yang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

bersangkutan akan mengganti sertifikat yang hilang atay rusak tersebut dengan
sertifikat vang baru,

Serfifikat tanah yang diberikan tersebut merupakan akibat adanya
perbuatan hukum pendaftaran hak atas tanah sebagaimana telah diatur dalam pasal
19 ayat 1 junto pasal 23, 32, 38 UUPA, oleh karena di daftar kemudian diukur
serta dibukukan dan selanjutnya diterbitkan sertifikat tanahnya oleh kantor agraria
kabupaten atau kotamadya.

Pemberian surat tanda bukti hak atas tanah atau sertifikat tersebut berlaku
sebapai alat pembuktian yang kuat. Kekuatan bukti tanah adalah tidak muilak,
karena sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA adalah sistem negatip,
dimana menurut sistem ini segala apa yang tercantum di dalam sertifkat tanah itu
dianggap benar sampai dapat dibuktikan keadaan yang sebaliknya di muka
pengadilan dan oleh karenanya masih bisa digugurkan sepanjang  dapat
membuktikan keasliannya berdasarkan proses acara perdata.

Dart - maksud-maksud tersebut, terlihat bahwa pemerintah hendak
bermaksud untuk melindungi pemilik yang sebenarnya asas tanah sesuai dengan
surat keterangan milik adat merupakan sumber pertama dari terbitnya hak milik
atas tanah. Melalui pendafiaran hak inilah status tanah yang mulanya milik adat
berubah statusnya menjadi hak milik sebagaimana vang tercantum dalam Undang-
Undang Pokok Agraria.

2.3.2 Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang
mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang
bersangkutan, Sedangkan menurut pasal 20 ayat (2) UUPA adalah:

“Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain™

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan beralih adalah
suatu peralihan hak dikarenakan seseorang yang mempunyai hak aias tanah
meninggal dunia, maka beralihnya hak itu terjadi tidak sengaja melainkan karena
hukum, yaitu terjadi karena pewarisan.
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Menurut S. Hartono (1989 : 356) vang dimaksud dengan dialihkan adalah
suatu peralihan hak yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas
dari pemegangnya. Dengan kata lain bahwa peralihan hak itu terjadi melalui suatu
peralihan hukum berupa:

1. Jual beli
Tukar meukar
Hibah

Wt

=

Hibah wasiat (legaar).

Menurut Hukum Agrania, peralihan itu sendiri merupakan suatu perbuatan
hukum yang disertai beralihnya hak milik kepada orang lain Seiring dengan
peralihan tanah atau benda tersebut maka harus disahkan oleh pejabat vang
berwenang. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 37 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yaitu:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”

Pengesahan pejabat tersebut juga disertai dengan akta sebagai bukti
keabsahan dan beralihnya hak milik atas tanah dan guna keperluan pendaftaran
haknya di kantor agraria setempat dalam mendafiarkan sertifikat tananhnva.

Selain itu peralihan hak juga diatur dalam pasal 42 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dimana peraturan tersebut mengatur
bagaimana pedaftaran tanah saat dialihkan yaitu:

Ayat | “Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai
bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah
susun schagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau
hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan
kantor pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang
yang namanya dicatat sebagai pemegang hak dan surat tanda bukti sebagai
ahli waris.”

Ayat 2 “Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib
diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 39 avat (1) hurufd.

|
|
|
\
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Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan harus diajukan dalam
waktu 6 bulan sejak meninggalnya pewaris sebagaimana menurut pasal 61 avat
(3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ahli waris vang mendaftarkan sejak

batas waktu tersebut tidak dikenakan biaya pendaftaran.

1.3.3 Cara Peralihan Hak Atas Tanah,
Menurut 5. Hartono (1989 : 356) peralihan hak atas tanah yang berupa

milik ada beberapa macam yaitu:

1. Jual beli

2. Hibah
3. Tukar menukar
4. Pewarisan
5

. Penyebab hibah wasiat (legaar).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peralihan hak atas tanda tersebut
maka dapat dijabarkan sebagi berikut:
1. Jual Beli

Setiap subyek hukum baik sebagai pribadi kodrati maupun sebagai pribadi
hukum pada dasamya mempunyai kewenangan untuk memindahkan sebagian atau
seluruh hak atas tanahnya kepada pihak lain. Pemindahan hak atas tanah
merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan pemindahan dan kewajiban yang
sifatnya tetap atau munglin sementara, Salah satu contoh pemindahan suatu hak
atas tanah yang ada dalam masyarakat yang bersifat tetap adalah jual beli tanah,

Dalam Undang-undang Pokok Agraria meskipun diatur mengenai jual beli
akan tetapi tidak ditemukan mengenai pengertian jual beli (tanah) itu sendiri. Oleh
karena itu Undang-undang Pokok Agraria yang hukum dasarnya adalah hukum
adat, seperti ditentukan dalam pasal 5 nya maka seperti dikatakan oleh Boedi
Harsono, SH perlu dicari pengertian jual beli (tanah) ity dari hukum adat.
Berdasarkan hal tersebut, mengenai pengertian jual beli (tanah) selanjutnya Boedi
Harsono mengemukakan, bahwa jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang
berupa penyerahan hak milik (untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada
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pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan hartanya kepada penjual. (Boedi
Harsono, 1971 : 135),

Dengan demikian dari pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka
apabila terjadi jual beli tanah akan terjadi pemindahan hak atas tanah dari penjual
kepada pembeli. Hal demikian berarti pula terdapat transaksi tanah kedua belah
pthak. Dalam survei ini merupakan peninjauan salah satu unsur dalam Jual beli
tanal, yaitu hanyalah unsur perbuatan jual atau beli saja.

Sedangkan menurut Ter Haar jual beli tanah merupakan menyerahkan
tanah untuk diterima tunai pembayvaran uang tanpa hak menebus jadi selama-
lamanya. (Ter Haar, 1976 : 107).

Penjualan tanah dengan pembatasan sebagaimana tersebut diatas, dapat
dikatakan scbagi perbuatan hukum yang berupa penyerahan milik (yang berupa
tanali untuk selama-lamanya) kepada pthak lain dengan menerima harga
pembayaran tertentu,

Untuk memperoleh bukti bahwa penjual memang benar telah menjual
tanahnya maka penjual dan pembeli harus datang pada pejabat pembuat akta tanah
sebagimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997,

2. Hibah

Pembenan hibah dalam lingkungan masyarakar Islam merupakan salah
satu cara penyimpangan dari pewarisan menurut hukum Islam. Hibah adalah harta
yang didapatkan dar seseorang yang belum wafat,

Menurut hukum adat setempat hibah cukup diucapkan dihadapan istri.
anak-anak atau anggota keluarga dekat lainnya, serta kepala desa atau beberapa
warga desa. Sedangkan menurut hukum Islam maka hibah tersebut harus
diucapkan dihadapan saksi-saksi dan harus ada kesediaan dari sj penerima hibah.
Baik itu dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam ucapan hibah masih bisa
ditarik kembali oleh yang mengucapkan selama ia masuk hidup.

3. Tukar Menukar

Dalam hal tukar menukar hak atas tanah maka antara para pemilik hak atas

tanah haruslah ada persetujuan terlebih dahulu. Sebab ini untuk menghindari

timbulnya sengketa hak atas tanah dikemudian hari, Pertukaran hak atas tanah
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tersebut harus disaksikan oleh mumimal 2 orang ditulis dikertas segel atau bukan
segel yang dibert materm yang disahkan oleh pejabal vang terkait, baik kepala
desa atau camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Hal tersebut agar pertukaran
int mempumyai kekuatan hukum

4. Pemisahan dan Pembagian Harta Wansan

Pembagian wansan merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak
disengaja karena pewanis meninggal dunia. Dengan meninggalnya pewaris secara
otomatis maka semua hak atas tanah yang atas nama pewaris beralih pada ahli
warsnyi
5. Hibah Wasiat

Hibah wasial merupakan suatu pembagian harta warisan oleh pewaris pada
saat akan meminggal dunia. Diatur dalam pasal 875 KUHPerdata yang isinya

“Yang dmamakan sural wasial alau testamen ialah suatu akia vang

memuat permyataan seseorang tentang apa yang kehendakinya akan terjadi

setelah ia meninggal duma, dan yang olehnva dapat dicabut kembali lagi™

Tetapi dalam hibah wasiat itu sendin dibatasi oleh adanya hukum adat,
hukum Islam dan hukum Barat, dalam hal mi penulis hanya menguraikan
pengertian hibah wasial menurut hukum adat.

Didalam Hukum Adat dapat dikatakan bahwa udak diperbolehkan
seseorang penmggal wans dan hibah wasiat mengesampingkan seorang anak pada
saal pembagian waris. Meskipun ada hibali wasiat tetap berlaku ketentuan bahwa
harta warisan harus dibayarkan dulu atas hutang-hutang st pewaris

2.3.4 Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Pewarisan

Proses i berawal dan memnggalnya pewaris sampa  dengan
diwaniskannya kepada ahli wans. Yang menjadi pengertian waris disini adalah
peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang vang meninggal dunia
kepada satu atau beberapa orang lain (Hilman Hadikusuma, 1999 5)

Untuk itu maka proses im menunjuakkan adanya dua peniode yaitu pada
masa sebelum meninggalnya pewaris dan setelah meninggalnya pewars,
A, Sebelum memnggalnya pewans
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Pada saal pewans belum meninggal berarti disini jelas bahwa proses
pewarisan ilu belu terjadi, karena sebagaiman kita ketahui bahwa proses
pewansan itu terjadi apabila pewaris sebagai pemilik harta waris telam meninggal
dunia,

Pada saal pemilik hak atas tanah itu masih ada maka ia sebagai pemegang
hak penuh atas harta kekayaannya sehingga dapar dikatakan bahwa proses
pewarisan itu belum bisa berjalan karena terhalangnya ahli wans oleh pewans.

Sebagaimana penyusun ketahui mengenai pengentian hukum waris apabila
pewaris belum meninggal tetapi ia sudah mengalihkan haknya kepada ahli
warisnya maka itulah yang disebut hibah atau hibah wasiat. Yang menjadi syarat
ibah disim adalah harus ada kesepakatan antara pemberi hibah dengan pihak
penenma hibah dan sebaga catatan bahwa lubah dapat ditarik kembali oleh si
pemben hibah apabila ia masih hidup jadi hal tersebut yang membedakan antara
hibah dan waris baik menurut hukum Adat, hukum Islam dan hukum barat proses
pewarisan itu tiduk akan berjalan apabila si pewaris masih ada
B. Setelah meninggalnya pewaris

Pada saar pawans teluh meninggal dunia maka berdasarkan pada sistim
pewansan baik pada pewarisan adat, Islam, dan barat akan beralih pada ahli
wansnya secara otomatis.

Menurut pewarisan adat sebagiman Kita ketahui bahwa hukum wans adat
adalah aturan-turan itu yang mengatur mengenai cara bagaimana dan abad ke
abad penerusan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan generasi
ke generasi lain,

Berdasarkan hukum wans [slam yang dimaksud hukum waris disini adalah
bag laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan bagi
perempuan ada hak bagian dan harta paninggalan ibu bapaknva dan kerabamya
baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Hilman
Hadikusuma, 1999 - 23 surat An-nisa ayat 7)

Apabila berdasarkan pada peraturan KUHperdata menurut pasal 830
KUHperdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
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Dengan dermkian pengertian waris menuru KUHperdata adalah tanpa
adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada
masalah pewarisan. Dengan berlandaskan pada hal tersebut berarti disini setelah
menmggalnya pewaris proses pewarisan itu sudah dapat dikatakan berjalan dalam
artian apa yang menjadi unsur-unsur dari pewarisan itu sudah ada yaiti;

1. Telah meninggalnya pewaris,

Yang dimaksud pewaris adalah orang vang ketika meninggal
meninggalkan sejumlah harta warisan yang akan beralih atau diteruskan oleh ahli
warisnya (Hilman Hadikusuma, 1999:23). Yanp diwariskan dalam hal ini bukan
hanya harta tetapi juga hutang.

2. Harta kekayaan atau harta waris

Adalah semua harta atau hak-hak dan kewajiban yang beralih penguasaan
atau  pemilikannya setelah pewaris wafat kepada ahli warisnya (Hilman
Hadikusuma, 1999:33)

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang ketika meninggalnya pewaris diberikan hak untuk
menguasai harta kekayaannya.

Dengan meninggalnya pewaris secara otomatis pewarisan berjalan maka
ahli waris sebagai pemilik baru berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 pasal 42 ayat 2
harus melakukan balik nama puna memperoleh sertifikat atas namanya dan
dimana alat bukti itu merupakan alat bukti yang kuat dan dilindungi oleh negara.

Sebagai dasar pemenuhan kewajiban dan ahli waris maka proses balik
nama harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 61 PP No.24 Tahun 1997
yang menyatakan bahwa paling lambat setelah 6 bulan meninggalnya pewaris
harus segera dilakukan pendaftaran atas peralihan hak. Untuk itu maka ahli waris
harus sepera membuat surat keterangan waris yang disaksikan oleh dua orang
saksi dan diperkuat oleh kepala desa unmuk sebagai lampiran berkas yang
diajukan ketingkal kecamatan yang nantinya pada tingkat kecamatan akan
diproses dan didaftarkan di Kantor Pertanahan guna diterbitkannya sertifikat.
Selanjutnya pihak kantor pertanahan akan memeriksa semua keterangan yang
terlampir karena dikawatirkan adanya kekurangan-kekurang data atau data yang
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tidak sesua dengan yang ada dikantor pertanahan apabila hak atas tanah itu sudah

terdaftar. Dan bagi pemilik tanah vang memperoleh karena waris dan sama sekali
belum dilakukan pendaftaran hak atas tanahnya maka berdasarkan pasal 39 avat |
huruf B PP No.24 Tahun 1997 dan pasal 111 Peraturan Menteri Agraria No. 3

Tahun 1997 ada bentuk syarat-syarat yang harus dilengkapi ahli waris sebagai

tanda bukii:

melampirkan bukti kepemilikan atau surat keterangan kepada desa yang
menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan menguasai bidang tanah
tersebut;

melampirkan  surat  keterangan bahwa bidang tanah tersebut belum
bersertifikat yang diperkuat oleh desa;

surat kematian pewaris dari kepala desa tempat tinggal pewaris pada
waktu meninggal dunia;

surat tanda bukti ahli waris yang lain seperti:

wasiat dari pewarls misalnya prosesnya melalui hibah atau hibah wasiat:
putusan pengadilan danPenetapan hakim atau ketua pengadilan, apabila
pada saat pengajuan permohonan sudah ada putusan pengadilan atau
penetapan hakim mengenai pembagian waris ini hanya untuk warisan yang
dibagi bersama;

bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli: Surat keterangan ahli waris
yang dibuat oleh para ahli waris, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan
dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan dan camat dari tempat tinggal
pewaris pada waktu meminggal dunia:

bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghwa: Akta keterangan hak
mewaris dan notaris;

bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya: surat
keterangan waris dari balai harta peninggalan:

sural kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan
pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;

identitas ahli waris.
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Dengan adanya syarat-syarat tersebut berarti disini menunjukkan bahwa
PP No 24 Tahun 1997 mewajibkan bagi ahli waris untuk melakukan proses balik
nama yang mengenal kewajiban tersebut diatur dalam pasal 42 ayar 2 vang
menyatakan bahwa

“Bidang tanah yang mempakan warisan vang belum didaftar wajib

didaftarkan”

Sehingga dengan ketentuan fersebut ahli waris harus segera melakukan

permohonan balik nama guna mencegah terjadinya gugatan-gugatan dari pihak
lain.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

I Pelaksanaan ketentuan Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 mengenai
pendaftaran tanah khususnya di Desa Dringu Kecamatan Dringu
Kabupaten Probolinggo masih didapati adanya hambatan vaitu adanva
beberapa hak atas tanah warisan yang berupa petok dikarenakan pewaris
belum mensertifikatkan tanah wanisnya.

2. Para ahh wans tidak segera melakukan pendaftaran peralihan hak milik
atas tanah yang diperolehnya sebab sudah merasa cukup dengan petok.
pemahaman terhadap alat bukti yang kuat untuk hak milik atas tanah
masih kurang dan dalam hal ini pewaris dapat digolongkan jelas tidak
mengetahui tentang akibat-akibat hukum yang akan terjadi bila hak atas
tanah tidak disertifikatkan diantaranya kesulitan mengalihkan hak dan
tidak tertibnya admimistrasi desa.

4.2 Saran-saran
I. Perlunya diadakan penyuluhan secara berkesinambungan tentang
pensertifikatan tanah
2, Pewaris dan ahli waris harus segera mensertifikatkan tanahnya.
3. Perlu adanya pemasyarakatan suatu peraturan oleh aparat kecamatan serta
aparat lain yang berwenang dalam melaksanakan undang-undang yang
baru tersebut.

g
/ S —
| 8 H""* T By
[ NG | IRage

i ‘___‘-' ‘-___-_\_‘_‘—\_


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Bachtiar, 1982, Kumpulan Tulsan Tentang Hukwm Tanah, Alumm,
Bandung

--------- , 1982, Peraturan Pemerintah No, 10 Tahun 1961 Tentang
Pendattaran Tanah, Alumm, Bandung

-———, 1997, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, CV. Navindo Pustaka Mandin, Jakaria

Harsono, Budi, 1999, Hukum Agrana Indonesia, Djambatan, Jakarta

Hartono, Sunaryati, 1989, Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum,
CV. Rajawali, Jakarta

Hadikusuma, Hilman, 1996, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan
Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT Citra Aditya Bakt,
Bandung

Madjloes, 1990, Beberapa petunjuk Bagi Camat Sebagai PPAT, Alummi, Bandung

Murad, Rusmadi, 1987, Penvelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni,
Bandung

Parangin, Effendi, 1987, Mencegah Sengketa Tanah, CV. Rajawali, Jakarta

-------- , 1991, Prakiek Peradilan Hak Atas Tanah, CV. Rajawali, Jakarta

Pittlo, A, 1970, Hukum Waris, PT Intermassa, Jakarta

Projodikoro, Wirjono, 1980, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung

Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 Tentang Penvederhanaan Peraturan
Perizinan Perpindahan Iak Atas tanah

Soetomo, 1984, Pembebasan, Peralihan, Pencabutan, Permohonan Hak Atas
Tanah, Usaha Nasional, Surabaya

Subekn R., 1992, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT, Pradnya Pramita,
Jakarta



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR

ST ‘_’_r_._.- -
- By 2L b ETRITOA 1

"

NG. 'K UN ETETAPAN IPEDA
KETERANGAN OBYEK UNTUK K
SFKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

TZ&

TR "I{"’/.“E-‘S‘I.Df
ETTR RS LIt
oy
L AMAT LANE

sebaga

b ti

DES A/ KR EEHATAN . ORIEEND, - e

; o 0 R L]
KECAMATAN : !
- ; hagis & 1l ¥
KADUREATEN KETAtAbrA ' H
W
PROPLNEL

hahwa lansh  tansh  tersebul dibswal ini wilan wercatal

dan dibukukan atas namanya pada  Hantor Inspelsi lﬂfﬂgﬁpﬁ‘?{@ﬁ’ﬂ‘

Daerah ( IPEDA )/ Kantor Dinas Luar Tk. 1 IPEDA

PE DRSS AR PERKOTAAN
Nu Per | Kelas Luas (Ha) [KEL&rang Mo, Per | Kelas Nas. Luas (M2) Heterang
il dan | Ny 5 ¥} L sil A Ta- | Ba- Tanah | Bangun: | *®
[ugian | whu iSawak) | (Darat) {"_m-‘ B nali | ngun ian
R AELE o - gian i
Mu| du| Ha| da Persil
B 3 E | o 6 T 4 g 10
[ .| /]
/‘:‘Lf D?f i 0 /E/ v g - '
9| 3¢ | - | ~lopig
”
|
|
(B
'I'_J‘.'_H!.'\_-'_i.i;'L'l'.-".._'\:' ! M“? .LANG ..... 2 FE:S' ]EEH i

Pemegang Daftar Keterangan diwjibkan
member  laporan apabila terjadi pero-
bihan serobakan

Bentur Kl Pds/iPks 36

keterangan
vioan | kete—
.

PEKS! TPEDA MALANC
e PEMIAAARTAS- -]

{ SOEGENG BEA
NP NIP 06GusUB22



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMEER
FAKULTAS HUKUM
7i Kalimanran 37 Kamous Tegathato Herak Pos O Jember G821

&t 335487 BR0487 Tax 330482

11683 /1251, 1T af Jomber. 14 April 2003 |

AT prhn ey
WO

PR = & 4
_ammiran
Herilial c KONSULTASI]
¥ib, Kﬁpﬂ.l Badan |
Portanahan Nasiomal |
Kabupaten Probolinggo .
d:l'_ = l
P 0BOLTILGO |
Yelkan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama inj dengan hormat
|
smenghadapkan kepada Caudzra ssorang mahasisws |
Jume :DWI BARINI D
Sl 1990710101009
Program 51 Dmu Huloem
Alaizai J1, Jawa IV-H/1 Jembers
Kenpriyan | HI|_‘|1~;11’|‘.‘H.‘51 tantang Masalah w pgrmasalahan Yang Timbul
Pnén Pendaflt-rsn Peralihan Hak Milik Tanah Karena
Pezwarisane {Studl Xasus Dacrah Kabupaten Probolinz o).
Sehubungen dengan hal te reebut diatas kami mokon bantuan secukupnya,
Kayena hasil dari Lonsultasi ind digunakan yntule metengkapi hakan
ety LSUan gkrepsi.
Atas hantimn dan keriasama ¥ang baile kami acapkan tapymaiasih,
ARON PIUIS, S
(-“ﬁ}. 130 305 985
Ternhisan Hoerada |

- _'.[' th, -l"\.E: [LiE i—__il;_} MiunJmﬁm # 'Pﬂ F{h{t’ﬂi" S
& Viang bersangauEal

w ArED



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

A ‘*;"73;.?'\; UNIVERSITAS JEMBER

kSRS HRR G GSoletE

FAKULTAS HUKUM
1 Kelimentan 37 Kamens Tegaibota Kotk Pos 9 Jember A8121
= 09015 305452 550982 Pox 3382

- I
SWOITOT

Lamoiran

Penhal KONSULTASI
Vit 3dre CAMAT Dringn
¥abupaten ‘robolimg .o
dj- v ﬂllcmilm'-—:nﬁq-
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bhersama i dengan hormai
menghadagkan kepada Szudars seorang makaniswa
Nam=a ! Dwi Hnrini, D.
Nik P o 7LoLaL003
Peaararm ¢85 1 Tmu Hikam
Alwnal SR | T 4] Jobar
Kenerlyan | Ronsulbas) iantang Miasalah
ArSEMA TAL A YALN ERALIHAN BAX MTIGK ATAZ
TF. o3 ol MRS Lhe
Seluburgsn dengan bal tersebut diatas lrami mohon buntuan secukupnya,
Karena hasil dard Konswtasi i digonulan  untuk wetenglanl  hahun
PRy sua sKeepsi.
Atas banmian dan Kerissama vans bl leprmi wrapkan terimnlasih
[rakan.
/ ALY PTLS, 3L, S
NIP. 130 806 8ad
TR TV TON L TR TG 1 (
s Yl Betie BRI +osomnrterersasamersaisiss

¥ ang bersahgkutan

A& ra i



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN DRINGU

KEPALA DESA DRINGU

Jalan Deandles Nomor 01 Telp. (0335)

PROBOLINGGO

Irineu, 24 Juni 2003

o : 300/42 /814.,02/2007 Kepada
v : Ponting Yth. Sdr Dekan Fsiultas
) : - Hulum Tniversitss I jember
hul @ Penelitlan tentang Dt
Nata desza untuk -
bnhan Sakripsi, DJEMBER

Nengan adanyn venelitian tentang dats Dess -
untult hahean Sekripsi dar! Mohsaiswi UNEDN (Universitas -

Dienbar),

YTang bharnana s ™wi Farini D.

NITRNE : 990710101009

rogruan : 5.1 Ilma Hulum

Nangan judul . Parmas.lahan Pada’ Peralihan Hek Milik -

Atas Tanah Karens FPewsrisan,

Malka barsama in! kami nemberitahukan dengsn
Hormat bhahwa Pelaksanaan, Penslitian taraabut benar-hennar
dilalukon dengsn bailk dan salesal,

Demilk?an untuk men indilan mplklunm



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

